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1. Pendahuluan
a. Latar Belakang
	OXFAM Indonesia bersama dengan mitra local (ASPPUK, KPA, TII) menjalankan program Power of Voice Partnership: Fair for All (Fair4All) disingkat “PVP”, dalam rangka meningkatkan kemitraan sejajar antara dunia usaha, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan rantai nilai yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kegiatan semacam ini salah satunya untuk memastikan peranserta perempuan dan kaum muda dalam menciptakan relasi bisnis yang adil dan berkelanjutan. Program ingin memenuhi tujuan pembangunan global  (Sustainable Development Goals), urutan ke 10 yakni Pengurangan Ketimpangan dan urutan ke 12  Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab. 
[bookmark: _Hlk142235369]	Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu lokasi program PVP di samping dua kabupaten lain di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.  OXFAM Indonesia bermitra dengan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Transparency Internasional Indonesia (TII) melaksanakan proyek Power of Voice Partnership: Fair for All (Fair4All)  dengan tujuan untuk penguatanan masyarakat sipil dalam menciptakan ruang dan lingkungan kebijakan sebagai model bisnis alternatif dan peran rantai nilai (minyak sawit dan makanan laut) yang saling  menguntungkan petani kecil perempuan, pengusaha perempuan muda, kalangan bisnis perkebunan dan industri kelautan serta pemerintah. Dalam konteks ini, ASPPUK bersama konsorsium melakukan kegiatan dengan target jangka menengah, yakni mengembangkan dan meningkatkan keberlanjutan dan inklusifitas (keadilan) terhadap praktek usaha yang dijalankan perempuan.

b. Gambaran Umum Wilayah Assemen
Secara umum Kabupaten Morowali Utara merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten ini hasil pemekaran dari Kabupaten Morowali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara.  Saat ini Kabupaten Morowali Utara terbagi dalam 10 (sepuluh) kecamatan yakni: Bungku Utara, Mamosalato, Soyo Jaya, Mori Utara, Mori Atas, Lembo, Lembo Raya, Petasia, Petasia Barat, dan Petasia Timur. Kecamatan Petasia Timur  terletak di perbatasan dengan Kabupaten Morowali. Kabupaten Morowali Utara memiliki 122 Desa, dan 3 kelurahan yang terletak di Ibukota Kabupaten, Kolonodale. 
Seluruh Wilayah Morowali Utara menghadap ke Teluk Tolo, dengan  jumlah  penduduk 128.323 jiwa pada 2021 (BPS Morowali 2022). Kabupaten Morowali Utara secara geografis terletak di antara 1 derajat 31’-3 derajat 04’ LS (Lintang Selatan) dan 121 derajat 02’-123 derajat 15’ BT (Bujur Timur).  Dengan kondisi wilayah topografi perairan teluk dan pegunungan yang cukup berpotensi menggandung endapan nikel laterit, penduduk Kabupaten Morowali Utara pada dasarnya masyaraktnya bermata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Namun dengan pertambahan penduduk akibat program Transmigrasi dari Jawa, Bali, dan Nusatenggara, maka banyak wilayah yang kemudian menjadi perkebunan sejak akhir decade 1980 an. Wilayah perkebunan Sawit di Sulawesi Tengah telah berkembang dengan pesat sehubungan dengan investasi yang semakin deras di tahun 2000 – 2015. Ada sekitar 14 perusahaan perkebunan sawit  dan 51 perusahaan pertambangan yang saat ini beroperasi di Morowali Utara (Dinas PUPR Morut Juli 2023).
Kecamatan Petasia Timur yang menjadi wilayah assesment memiliki luas 509,77 km2 atau sekitar 5,10 persen dari seluruh luas daratan kabupaten Morowali Utara. Kondisi umum wilayah yang diamati adalah kawasan campuran antara hutan rakyat, perkebunan dan hutan lindung di tiga desa Molores, Molino dan Tompira, dalam lingkup administrasi Kecamatan Petasia Timur. Kecamatan Petasia Timur berjarak sekitar 27 km dari pusat pemerintahan Morowali Utara di Kolonodale. Desa Tompira merupakan desa persimpangan antara jalur Trans Sulawesi ke Poso dan Palopo (Sulawesi Selatan) dengan jalur ke ibukota Morowali Utara, Kolonodale. Jarak Tompira ke Kolonodale sekitar 18 Km sedangkan yang terjauh adalah desa Molores sekitar 28 km. Kondisi lahan pertanian adalah tanaman keras dan hutan rakyat. Jalan Trans Sulawesi seolah pembatas antara kawasan gambut di sebelah Utara dan kawasan tanah berbatuan dan tanaman keras di sebelah Selatan. Kecamatan Petasia Timur  yang memiliki kontour berbukit dan berbatuan  juga berbatasan dan pesisir pantai dari teluk berbatasan langsung dengan Kabupaten Morowali di sebelah timur, batas Utara dengan Teluk Towori, dan batas Barat dengan Kecamatan Petasia Barat, dan Batas Selatan dengan Kecamatan Lembo Raya. Kondisi lahan untuk pertanian sesungguhnya terbatas karena kondisi pH tanah berkisar antara 4 – 6, ini berarti tingkat keasaman tinggi. Jalan Trans Sulawesi menjadi urat nadi perekonomian semua desa di Kecamatan Petasia Timur. Akses jalan ini menumbuhkan kewirausahaan di bidang perdagangan dan jasa angkutan. Penduduk  terdiri dari penduduk aseli yakni suku Mori,Lore, Napu, dan Lauje (Donggala) terdapat pula etnik di Sulawesi lainnya mencakup, Bugis, Makassar, Buton, Mandar dan Toraja. Namun dengan berkembangnya program Transmigrasi pada era 1980an dan 1990, maka berdatangan pula suku Lombok, Madura, Jawa, Bima, dan Bali. Sehingga semakin multietnik kawasan ini dengan model kantong-kantong pemukiman.

Dalam asesmen awal tahun 2021 diindikasikan bahwa pertumbuhan bisnis perkebunan kelapa sawit yang massif mengganggu pertanian subsisten makanan pokok masyarakat, dan tak jarang menimbulkan konflik tata guna laha dan bagi hasil di sekitar areal pertanian. Perluasan lahan perkebunan sampai ke kawasan lahan garapan masyarakat sangat rentan terpicu konflik antara perusahaan perkebunan dengan petani atau warga lainnya. Walaupun begitu perusahaan perkebunan memberikan kesempatan lapangan kerja di berbagai daerah di Morowali Utara dan Morowali. Sekurangnya terdapat beberapa perusahaan perkebunan sawit yang memiliki pabrik pengolahan sawit di Kabupaten Morowali Utara diantaranya : PT. Agro Nusa Abadi (ANA), PT. Indo Jaya Makmur dan PT. Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN)/PTPN XIV dan PT. Cipta Agro Nusantara (CAN),   PT. Agro Nusa Abadi (ANA), anak perusahaan dari PT. Astra Agro Lestari, perusahaan swasta nasional yang memiliki area operasi perkebunan di seluruh Indonesia. PT. ANA dan PT.Tamaco Graha Krida, dua perusahaan yang memiliki pabrik pengolahan Crude Palm Oil (CPO) di Morowali Utara dan Morowali.

Di kecamatan Petasia Timur (lokasi program PVP) merupakan wilayah perkebunan kelapa sawit terluas di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Luas wilayah kebun sawit mencapai  2.714 hektar yang tersebar di 6 (Enam) desa dari 12 (dua belas) Desa di Kecamatan Petasia Timur. Desa-desa itu meliputi: Desa Peboa, Desa Molino, Desa Toara, Desa Bungintimbe, Desa Tompira, Desa Bunta. Perkebunan kelapa sawit di Petasia Timur dikuasai oleh PT. Agro Nusa Abadi (ANA). Lokasi pabrik PT.ANA berada di Desa Peboa (berbatasan langsung dengan Desa Molino). Lokasi kantor dan mess karyawan PT.ANA berada di Desa Molino. Sementara sebagian Desa Molores lokasi program PVP di kecamatan Petasia timur, masuk dalam kawasan Perkebunan PT. Tamaco Graha Krida anak perusahaan Sime Darby Plantation Sdn. Bhd perusahaan penanaman modal asing berasal dari Malaysia. Kantor dan pabrik PT. Tamaco Graha Krida berada di Desa Ungkaya, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali.
	PT ANA berada di Morowali Utara baru sekitar tahun 2006 dibanding  PT Tamaco yang sudah berada di Morowali sejak 1982 dengan skema kebun inti-plasma. Kedua usaha perkebunan ini tentunya harus mematuhi kebijakan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) standar pada tahun 2011. Kebijakan ISPO sendiri sudah tertuang dalam Peraturan Presiden No. 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia. Hal ini sejalan dengan tingginya permintaan pasar internasional akan minyak sawit yang ramah lingkungan,. ISPO adalah standardisasi perkebunan kelapa sawit yang bertujuan untuk mendukung terciptanya produk kelapa sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta bersifat wajib bagi perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang baik adalah perkebunan  yang sudah memenuhi tujuh prinsip ISPO antara lain 1) Pemenuhan legalitas dan kepatuhan pada peraturan perundangan, 2) Tidak melakukan deforestasi, 3) Konservasi lahan gambut, 4) Praktek dan pengelolaan terbaik kebun dan pabrik, 5) Menghormati hak asasi manusia, dan 6) Sumber pasokan yang bertanggung jawab. Banyak kritik dan protes terhadap beberapa kriteria ISPO yang dianggap tidak dijalankan oleh PT ANA.
[image: ]

	Di sisi lain, ada peluang bagi masyarakat khusus perempuan untuk terlibat langsung sebagai karyawan perkebunan atapun secara tak langsung pada usaha ekonomi penunjang penghidupan keluarga petani plasma dalam memenuhi kesejahteraan keluarga. Asesmen ini melihat perkembanga terkini terhadap pertumbuhan  ekonomi perkebunan dan sekaligus melihat rantai Nilai dan Rantai Pasok Kelapa Sawit yang Berperspektif Gender dan Berkelanjutan di Desa Molino ,Tompira, dan Molores.

[bookmark: _Hlk142240346]	Dalam konteks mencari keterkaitan rantai nilai dan pasok kelapa sawit dengan mengamati saling keterkaitan usaha besar dan usaha perempuan usaha mikro yang ada di Kawasan obyek dampingan ASPPUK. Rantai pasok tentu bagaimana bentuk hubungan yang bisa saling menguntungkan selain penciptaan lapangan kerja semata. Perkembangan terakhir pasca asesmen awal tahun 2021, adalah tumbuh cepatnya industry pertambangan Nikel sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam hilirisasi tambang Nikel. Di Kawasan Kabupaten Morowali terdapat smelter Nikel kedua terbesar dengan produk nikel pirometalurgi untuk kemudian diolah menjadi   nikel hidrometalurgi. Dua industry HPAL yakni PT Huayue Nickel Cobalt, dan PT QMB New Energy Material terletak di Morowali di kawasan Morowali Industrial Park (IMIP). Dan PT Gunbuster Nickel Industry milik Jiangsu Delong Nickel Industry terletak di  Morowali Utara. Pergeseran orientasi para warga di Morowali dan Morowali Utara juga terjadi seiring pesatnya pertumbuhan kawasan tambang yang membelah kawasan perkebunan. Khusus di Morowali Utara kawasan Perkebunan PT. ANA banyak yang dipakai sebagai jalur angkut (hauling) material bahan dasar nikel dari pegunungan di Ronta, Doloepo, Undaro ke pusat pengolahan nikel PT. GNI di Bunta dan Tanauge. Ada beberapa kontraktor pemasok nikel yakni PT  Bukit Makmur Istindo Nikeltama (BUMANIK), PT. Heinz Ventura, PT. PT. Enerstell dan PT.  Aulia Prima Perkasa. Kesemua kontraktor tambang tersebut memanfaatkan area izin  HGU perkebunan sawit. Pergeseran usaha eksploitasi hasil bumi ini tentu juga mengubah rantai keberlanjutan dan inklusifitas (keadilan) dalam aktivitas usaha yang dijalankan kaum perempuan dan pemuda.


c. Maksud dan Tujuan
Asesmen di Kupaten Morowali Utara bertujuan sebagai berikut;
1. Mengidentifikasi, pemberdayaan ekonomi perempuan dan kelompok pemuda yang ada di desa, pemerintah desa, sector bisnis  di tiga desa dalam lingkung Kecamatan Petasia Timur.
1. Menganalisa permasalahan, hambatan dan tantangan program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Kelompok Pemuda di tingkat komunitas dampingan di tiga desa, dan Kawasan perkebunan sawit di kecamatan Petasia Timur.
1. Mengidentifikasi program pemerintah desa dan kabupaten serta sector bisnis yang memiliki minat untuk berkolaborasi dengan kegiatan perempuan dan anak muda dalam mengembagkan usaha di area kelapa sawit)
1. Mengidentifikasi praktek terbaik dari implementasi pemberdayaan ekonomi perempuan, dan penerapan model bisnis inklusi dan berkelanjutan di tingkat desa dan kecamatan.

2. Metode Asesmen

1. Waktu pelaksanaan Asesmen
kegiatan asesmen kedua dilaksanakan pada tanggal 21 -28 Juli 2023 dengan  lokasi asesmennya, yaitu; Desa Tompira, Molores, dan Molino, kecamatan. Petasia Timur,. Morowali Utara. Kegiatan Assemen berlangsung 7 hari kerja efektif. Asesmen kedua berselang 2 (dua) tahun dari asesemen awal di lokasi yang sama pada pertengahan tahun 2021. Informasi asesmen pertama menjadi dasar dasar (baseline data) bagi pelaksanaan tahap ke 2 (dua). Lokasi Asesesmen adalah desa-desa yang berdekatan dengan wilayah operasi PT. Agro Nusa Abadi. Namun ternyata desa Molores (pemekaran baru) justru berada di ring 1 wilayah operasi PT Tamaco Graha Krida  yang berdiri sejak 1982, yang kemudian disusul dengan perpindahan penduduk dari luar Sulawesi Tengah dalam program Transmigrasi antar pulau yakni dari Bali, Jawa Timur, Flores, Lombok, Sumbawa dan Bima. Selain itu ada penduduk local suku Mori, Toraja, Bugis, Buton, Makassar, Mandar, dan Buol Toli-toli.

2. Metode Pengumpulan Informasi
Proses asessmen dilakukan melalui tahapan observasi dan kunjungan lapangan, Pengamatan area, wawancara mendalam dengan kelompok (perempuan, anak muda,) di Molino, Molores dan Tompira, wawancara dengan tiga kepala desa Molores, Molino, dan Tompira, berdiskusi dan wawancara dengan tokoh masyarakat khsusunya pengurus Koperasi Mujur Jawa di Desa Molino, wawancara dengan HRD PT. Tamaco Graha Krida, Wawancara dengan Corporate Social Responsibity PT. Agro Nusa Abadi, para pekerja tambang nikel dan warga lainnya. Penyusunan asesmen kedua dilandasi hasil temuan pada asesmen awal. 
Kunjungan dan diskusi dengan wawancara mendalam:
a) Kelompok perempuan pengerajin kerang Mite,  La Mohei , Desa Tompira
b) Kelompok perempuan pengerajin kerang Mite, Mekar Bersatu, Desa Tompira
c) Kelompok pemuda, pembudidaya sayuran, Desa Molores
d) Kelompok perempuan pembudidaya sayuran, Desa Molores
e) Ibu Saida pengerajin Bagea, Desa Molino
f) Pengurus Koperasi Mujur Jaya, Desa Molino
g) Ibu Nias HRD PT. Tamaco Graha Krida
h) Bapak Ade Sunarto, CSR officer PT. Agro Nusa Abadi
i) Beberapa pekerja di perusahan pertambangan yang beroperasi di Morowali Utara dan Morowali
Selain melakukan kunjungan lapangan pada desa-desa sasaran juga dilakukan kunjungan dan wawancara dengan berbagai sumber lain di desa Ungkea, dan kawasan pesisir Petasia Timur.

3. Aktivitas dan Kondisi sosial Ekonomi Masyarakat di Tiga Desa
Desa Molores, Molino dan Tompira merupakan ciri desa-desa di Sulawesi yang pusat aktivitas ekonomi di sekitar jalan raya utama ataupun di pesisir pantai. Luasan perkebunan kelapa sawit di Petasia timur menunjukan yang paling luas dari 9 kecamatan lainnya. Sehingga aktivitas kegiatan perekonomian memiliki keterkaitan dengan usaha perkebunan kelapa sawit, sementara perkembangan aktivitas perekonomian saat ini juga tidak lepas dari usaha-usaha penggalian tambang Nikel dan Cobalt terutama Izin Usaha Pertambangan PT.  Bukit Makmur Istindo Nikeltama (BUMANIK) dan beberapa usaha yang baru memulai penambangan..
a. Desa Molores
Desa ini merupakan pemekaran baru dari Desa Molino. Molores sendiri diduga dari singkatan kata asal usul warga desa tersebut yang terdiri dari Orang Mori (suku aseli) atau Morowali, suku-suku dari P. Lombok (NTB) dan suku dari P. Flores (NTT). Kantong-kantor pemukiman ini juga seiring datangnya arus Transmigrasi di Kawasan Morowali terutama di Kecamatan Petasia Timur. Komposisi yang beragam dari berbagai suku tentu memiliki nuansa kebinekaan. Aktivitas masyarakat saat ini tidak lepas dari usaha pertambangan yang dulu sangat bergantung pada perkebunan sawit. Usaha kelapa sawit di desa Molores menerapkan sistim Perusahaan Inti Rakyat – Perkebunan (PIR-BUN yang hasil panen sawit di antar petani ke pabrik pengolahan CPO di PT. Tamaco atau ke Pabrik pengolahan lain bergantung pada harga jual sawit. Model pengelolaan hasil perkebunan dengan PIR dianggap oleh para tokoh masyarakat lebih adil dan posisi tawar antara petani dengan pengusaha/pabrik CPO).
Desa Molores memiliki BUMDES bernama “Tanah Merah” yang bergerak di usaha koperasi konsumsi namun masih memerlukan tenaga professional untuk pengelolaan. BUMDES saat ini hanya menjadi pangkalan gas LPG untuk kebutuhan konsumsi warga dan belum berkembang. Desa Molores  saat ini dipimpin oleh bapak Lalu Suhardi, sejak 30 Desember 2021. Bapak kepala Desa Molores memiliki pandangan bahwa keberadaan perkebunan sawit telah mengurangi angka pengangguran dan cukup baik menolong kondisi para petani. Peran perempuan dalam berbagai kegiatan sangat diapresiasi bapak Lalu Suhardi seperi usaha kelompok Wanita Tani untuk membuka ladang-ladang sayur mayur khusus cabai dan sayur lain walau diakui kondisi lahan yang kurang subur sering gagal dalam panenan. Upaya Para perempuan dan pemuda dalam kelompok tani sayur mayur masih terus dilakukan walau memerlukan trobosan agar tidak bergantung pada media tanam dari lahan yang tersedia. 
Kesediaan tandan kosong dari pabrik di PT ANA ataupun PT Tamaco sebagai bahan dasar pupuk telah sedikit membantu usaha budidaya tetapi biaya angkut tandan kosong dari pabrik ke lokasi kebun bersama Kelompok Wanita Tani sering menjadi kendala, Biaya angkut dengan truk 3 -5 ton sekitar Rp. 400.000 sekali angkut. Prosedur permintaan bisa dilakukan kelompok atas persetujuan kepala desa. Namun dirasa bahwa bahan tangkos belum dapat langsung dijadikan pupuk perlu ada proses penghancuran (pencincangan) dan pembusukan (decomposed) agar menjadi bahan pupuk. Bahan olahan dari tangkos yang disebut Solid (pupuk kompos bahan tangkos) tersedia dalam jumlah terbatas di beberapa lokasi pabrik pengolahan kelapa sawit.
[bookmark: _Hlk142367819]Di desa Molores kelompok ibu-ibu dan pemuda memiliki sedikit lahan untuk pilot program penanaman sayur yang belum berhasil karena proses pembuatan pupuk kompos dari tangkos belum bisa mengurangi tingkat keasaman lahan. Kelompok pemuda pun sudah mengalami penyusutan anggota karena berkeluarga atau bekerja di perusahaan pertambangan yang jauh dari Desa seperti di Bunta atau Bahodopi (IMIP). Kondisi ini menyebabkan perlunya konsolidasi ulang kelompok pemuda ini untuk disatukan dengan kelompok perempuan usaha kecil lainnya. Namun kegiatan regular berupa pertemuan bulanan masih berjalan dibawah kepemimpinan ibu Tati Rosmala yang didukung sepenuhnya dan antusiasme ibu Nurhamdiana yang juga istri kepala Desa. Peran ibu Tati dan ibu Nurhamdiana sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha kaum perempuan di Molores untuk mengembangkan usaha yang dapat menjadi percontohan kegiatan penambahan pendapatan keluarga (Side incomeGenerating Activities).
Desa Molores sangat potensial untuk dikembangkan usaha-usaha perkebunan dengan sentuhan teknologi tepat guna salah satunya adalah perkebunan dengan metode hidrofonik. Pengenalan teknologi ini tentu perlu bimbingan dan pelatihan lanjutan. Informasi awal mungkin perlu bekerja sama dengan kelompok Karang Taruna di desa Bungitimbe yang dengan dukungan PT.ANA telah mengembangkan percontohan perkebunan dengan metode hidrofonik. Selain itu terdapat peluang juga bagi kelompok perempuan dalam kelompok Wanita Tani untuk memasok sayur mayur, telur, dan ikan ke Kawasan mess PT Tamaco karena sebagaian wilayah Desa Molores masuk ring 1 operasional PT. Tamaco.
b. Desa Molino
[bookmark: _Hlk142388496]Desa Molino berada di Kawasan ring 1 operasional PT Agro Nusa Abadi. Penduduk Desa Molino sendiri saat ini terdiri dari 3 kelompok yakni penduduk aseli, penduduk transmigran dan penduduk pindahan dari Desa Ungkea yang terkena dampak abrasi air laut. Desa Molino berpenduduk sekitar 25 kepala keluarga. Lokasi pabrik pengolahan CPO PT. ANA berada di perbatasan wilayah administrasi desa Molino dan Peboa. Areal desa yang masuk dalam Kawasan perkebunan PT. ANA seluas 1170 ha yang 40% dikelola atas dasar izin HGU perkebunan dan 60% perkebunan plasma milik masyarakat. Pengelolaan perkebunan di Kawasan PT ANA adalah skema Perusahaan Inti Rakyat – Transmigrasi (PIR-TRANS), dan skema  Perusahaan Inti Rakyat – Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (PIR-KKPA). Koperasi Primer bernama “Mujur Jaya” menjadi Lembaga berbadan hukum yang dikelola oleh masyarakat di Molino sebagai syarat adanya PIR-KPPA. Bagi hasil panen sawit, sebagaimana juga terungkap pada asesemen awal, bahwa untuk pemilik lahan yang sudah mempunyai sertifikat, prosentasinya adalah 60% bagi perusahaan dan 40% untuk petani plasma. Untuk lahan yang masih mempunyai SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) bagi hasilnya adalah 80% untuk perusahaan dan 20% untuk petani plasma. Namun beberapa tahun terakhir terjadi sengketa tentang syarat dan ketentuan bagi hasil karena adanya biaya yang harus ditanggung petani yang dibebani oleh PT. ANA. Penyelesaian sengketa ini berlarut-larut walaupun menurut pengurus Koperasi “Mujur Jaya”, upaya negosiasi dan permintaan transparansi biaya yang dibebankan kepada petani agar disampaikan secara resmi. Perbedaan persepsi juga menyangkut wilayah kelola rakyat atas tanah mereka yang secara sah telah memiliki sertifikat hak milik. Tumpang tindih antara kebun sawit wilayah kelola rakyat dan kawasan yang diklaim sebagai wilayah HGU perusahaan perkebunan masih menyisakan persoalan yang seolah digantung tanpa penyelesaian dalam meja perundingan. Akibat belum adanya penyelesaian dalam perundingan setara antara anggota Koperasi Primier “Maju Jaya” dengan pihak PT ANA,  maka para anggota Koperasi secara sepihak telah memanen sawit di wilayah kelolanya masing-masing dan dijual ke pabrik pengolahan CPO lain di luar pabrik PT. ANA di Peboa. Sejauh ini sudah 2 kali panen sawit milik masyarakat yang tergabung dalam Koperasi tidak lagi disetorkan ke pabrik pengolahan CPO milik PT.ANA. Menurut pengurus Koperasi Primier Mujur Jaya beban 10%  kepada petani sebagai biaya investasi dianggap kurang adil. Koperasi “Mujur Jaya“ sendiri menurut penuturan pengurus telah berusaha memverifikasi sertifikat tanah milik orang desa atau warga Morowali Utara dan meninjau ulang SKPT yang dimiliki orang-orang tidak tinggal di dalam lingkungan desa atau pemilik SKPT yang fiktif.
Kegiatan masyarkaat terutama kaum perempuan usaha kecil telah mengalami penyusutan. Beberapa PUK yang dahulu mengusahakan makanan bagea telah berpindah profesi menjadi pekerja pada sejumlah perusahaan tambang terutama sebagai asisten dan stocker pada kantin atau mess para pekerja tambang. Penghasilan para perempuan ini meningkat tajam daripada menjadi pekerja perkebunan. Salah satu contoh adalah ibu Saidah yang tadinya berprofesi sebagai pengerajin kue Bagea saat ini telah menjadi karyawan kontrak di PT. Keinz Ventura yang memilki Izin Usaha Pertambangan di Kawasan Molino. Upah ibu Saidah sebesar Rp 5.500.000 per bulan di luar insentif lembur dan bonus bulanan sebesar Rp.1000.000. Ibu Saidah bekerja selama 4 minggu dan mendapat libur 1 minggu dan bekerja secara bergilir 8 jam per hari sebanyak 3 shift. Penghasilan ini tentu jauh lebih cukup daripada sebagai pengerajin bagea ataupun karyawan perkebunan.
Pergeseran dan orientasi pada pekerjaan di sekitar usaha tambang telah mengubah peta penghidupan penduduk, Ruang-ruang usaha untuk side incomegenerating activities tetap terbuka untuk mereka yang tidak bekerja di perkebunan ataupun pertambangan. Usaha ini tentu sangat erat berkaitan dengan pasokan bahan makanan mentah maupun makanan siap santap untuk para karyawan di perusahaan pertambangan. Peran para stockers (supplier) sangat penting untuk menjamin rantai bisnis baik ke perkebunan maupun ke usaha pertambangan. Selain itu banyak bagian dari wilayah Kelola PT. ANA telah menjadi jalur perlintasan (hauling) bahan baku galian nikel dan cobalt dari kawasan perbukitan (perbatasan kecamatan Petasia timur dengan kecamatan Lembo raya) ke kawasan pabrik Smelter milik PT GNI. di Dongi dan Bunta.
c. Desa Tompira
Desa Tompira memiliki beberapa keunggulan karena letaknya. Desa ini berada di persimpangan lintas Trans Sulawesi dan jalan utama ke Ibukota Kabupaten di Kolonodale. Persimpangan jalan ini menjadi sangat ramai seiring aktivitas sejumlah Smelter (peleburan Nikel) di Bunta dan Tanauge yang dikelola PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI). Desa Tompira juga dilalui oleh aliran sungai La’a yang memberikan kesuburan bagi daerah sekitarnya. DAS sungai ini berhulu di sekitar pegunungan Tineba sampai ke hilir yang bermuara di teluk Mori di kawasan Dongi, Sungai La’a yang mengalir dari Barat Daya Sulawesi Tengah ke arah Timur Laut Kabupaten Morowali Utara memberikan berkah adanya endapan kerang Meti atau Kijing atau remis (Pilsbryoconcha exilis). Para perempuan dalam kelompok PUK juga memanfaatkan Meti untuk penambahan pendapantan keluarga mereka. 
Selain sebagai nelayan sungai, kerang Meti tidak dibudidayakan tetapi berkembangbiak di dasar sungai La’a. Proses eksploitasi kerang Meti dengan menggunakan pompa isap dan dilakukan penyelaman ke dasar sungai oleh nelayan lelaki. Hasil dari tangkapan kerang Meti ini diolah setelah melalui proses pengupasan, pencucian baru menjadi daging Meti. Sayangnya kulit kerang belum dimanfaatkan untuk kerajinan lain dan dibuang kembali ke sungai. Olahan dari Meti ini dalam berbagai sajian makanan seperti stik Meti, sosis Meti, dan berbagai sajian olahan daging Meti. Kelompok perempuan usaha Kecil yang aktif dan kreatif ini mengakui adanya dukungan dari ASPPUK untuk mengembangkan usaha mereka. Namun dinyatakan oleh sejumlah kelompok terdapat kendala pengetahuan dalam pemasaran, diversifikasi olahan dan juga promosi hasil produksi. Dalam beberapa diskusi muncul juga gagasan membuat proses pengemasan daging Meti dalam kaleng. Tentu gagasan itu baik sepanjang bukan menciptakan industry makanan pabrikan yang dapat menghancurkan kegiatan pengerajin Meti. Gagasan ini dilontarkan juga oleh Kepala Desa Tompira bapak Sufran Tanadi yang berencana menggunakan dana CSR di waktu yang akan datang untuk pengembangan olahan Meti dalam kemasan kaleng.
Kawasan administratif Desa Tompira, kecamatan Petasia timur juga menjadi wilayah operasi PT. Bukit Makmur Istindo Nikeltama (BUMANIK) bergerak di pertambangan Nikel dan PT. Agro Nusa Abadi (ANA) bergerak di perkebunan kelapa sawit. Secara umum Desa Tompira tentu bisa memanfaatkan dana CSR atau inisiatif dari perusahaan untuk pengembangan Side income Generating Activities lainnya selain untuk pembangunan infrastruktur. Disamping itu ada juga beberapa kegiatan langsung dari dua usaha besar itu seperti pemberian Bea Siswa dan melakukan penjaringan tenaga kerja local dalam kegiatan Industri pertambangan. Kegiatan “Job Fair” sering dilakukan walau tentunya harus kompetitif dengan tenaga kerja yang didatangkan langsung dari Cina.
Perkembangan dan keterlibatan dari perusahaan pada masyarakat tidak lepas dari kemampuan dari para kepala desa untuk membuka ruang dialog dengan pihak-pihak swasta. Peran para pendamping ASPPUK juga dibutuhkan untuk menjembatani antara kelompok PUK dengan pihak Desa ataupun dengan perusahan-perusahaan yang ada di dalam lingkungan desa yang didampingi. Salah satu yang menonjol dari Desa Tompira adalah peran Kepala Desa yang menerapkan Good governance dalam tata kelola pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas  Anggaran Desa telah dilakukan sesuai amanat dari peraturan perundangan. Kepatuhan untuk memasukan anggaran pendapatan dari CSR perusahaan merupakan salah satu jelas membantu pengembangan dan pembangunan aktivitas di desa Tompira. Latarbelakang pengalaman kepala Desa Sufran Tanadi sebagai aktivis LSM dan juga pegawai honorer PEMDA Morowali tentu menyebabkan penerapan tata kelola pemerintahan desa yang bisa dianggap best practice ini. Hal yang perlu didorong ke depannya adalah memanfaatkan dana CSR untuk kegiatan yang berperspektif gender. Anggaran perspektif gender tentu diperlukan agar ada keberpihakan pada kegiatan kaum perempuan dan keikutsertaan dalam pembangunan di desa. Untuk itu agar suara dan kepentingan kaum perempuan didengar oleh pembuat kebijakan di desa adalah keaktifan kaum perempuan khususnya anggota kelompok PUK dalam setiap rembug desa atau Musrenbang desa. Tanpa keterlibatan ini tentu banyak alokasi dana yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan kegiatan kaum perempuan tidak dapat terserap dengan baik.
Sejauh ini, PT ANA dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di Tompira baru menyediakan perahu fiber dan motor tempel untuk kelompok nelayan. Hasil wawancara dengan bapak Ade Sunarto, CSR officer dari PT ANA tersebut belum dapat dikonfirmasikan kembali tentang bagaimana kriteria penyaluran CSR,  kelompok masyarakat semacam apa yang layak memperoleh dana CSR, dan dampak dari penyediaan perahu bermotor untuk nelayan sungai tersebut. Informasi yang belum dapat disosialisasikan ini tentu memerlukan dialog untuk tetap menjalin komunikasi mengenai dana-dana CSR dari perusahaan antara Pemerintah Desa, Warga (kelompok PUK) dan perusahaan sendiri.
4. Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan kelompok PUK
a. Organisasi , Tata kelola dan Kegiatan kelompok PUK 
Dalam observasi di desa Tompira ditemukan bahwa beberapa kelompok perempuan masih melakukan aktivitas pertemuan seperti di Kelompok “Mekar Bersatu” dan Kelompok PUK pengerajin Meti “La Mahoei” di Desa Tompira . Kedua kelompok ini sebenarnya merupakan satu kelompok PUK yang dibina FO dari KPPA, namun telah terjadi konflik internal karena kedekatan salah satu anggota pada Lembaga Badan Permusyawaratan Desa yang berdampak pada informasi yang tidak seimbang antar kelompok. 
Kegiatan yang terintegrasi dengan program PKK mungkin menjadi alasan masih aktifnya pertemuan rutin kelompok perempuan usaha kecil ini. Pelajaran yang berharga dari terpecahnya kelompok pengerajin mite adalah perlunya kepemimpinan perempuan yang inovatif, memahami manajemen sederhana dan terbuka dalam menerima aspirasi. Dalam banyak hal tentu baik mengembangkan organisasi menjadi banyak anggota tetapi konflik kepentingan tak terelakan dalam pola dominasi kepemimpinan yang tidak dialogis.
Pada sisi lain kegiatan para perempuan di Desa Molino tampak kurang aktif , karena sudah terjadi perubahan dan pergeseran orientasi penghidupan. Kesibukan dari motor penggerak organisasi menyebabkan kurang aktifnya kegiatan kelompok perempuan ini di desa Molino. Faktor kepemimpinan perempuan dalam banyak hal telah mempengaruhi pula tata Kelola organisasi yang pada dasarnya dapat mendorong kegiatan yang bisa mendukung ekonomi keluarga. Dalam kondisi kevakuman seperti ini peran pendamping lapangan sangat diperlukan agar para anggota kelompok dapat mereorganisasikan diri untuk menghidupkan Kembali kegiatan mereka.
Di desa Molores kepemimpinan ibu Tati Rosmala yang juga menjadi guru sekolah sangat menyemangati kegiatan kelompok PUK. Peran ibu Tati tentu juga mendapat respons yang baik dari ibu Nurhamdiana. Dalam banyak hal kedua ibu ini bisa diandalkan untuk terus mengembangkan usaha mereka membuat kebun-kebun percontohan sebagai sumber pasokan kebutuhan sayur mayur di rumah tangga mereka. Ibu Nurhamdiana yang juga istri kepala Desa memiliki akses penting bagi pengembangan kebun milik desa untuk memperluas skala kebun percontohan dalam menyediakan kebutuhan sayur mayur warga di desa Molores. 
Sebagaimana penuturan ibu Tati Rosmala bahwa upaya kebun sayur mayur dapat dikembangkan kelompok apabila kelompok tercatat sebagai kelompok wanita tani agar bisa mendapatkan alokasi dana dari pemerintah desa. Tentu label perempuan usaha kecil tidak dapat bantuan untuk kebun percontohan karena sesuai kebijakan pemerintah hanya kelompok Wanita tani yang akan mendapatkan alokasi dana ketahanan pangan. Sementara itu kepala desa juga menyatakan bahwa kelompok perempuan dapat memanfaatkan upaya program penurunan kasus stanting dengan menyediakan pasokan telur untuk keluarga-keluarga yang anak-anaknya masuk skema peningkatan gizi. Untuk itu pengembangan ternak ayam dan kebun sayur mayur bisa menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi kelompok. Sejauh ini kelompok perempuan di Molores pernah mendapatkan bantuan dari Anggaran desa untuk pembelian bibit dan menyediakan pupuk dari bahan tandan kosong tahun anggaran 2021. Dana desa dipakai untuk menyewa kendaraan angkut tangkos ke lokasi kebun. Walaupun sementara ini eksperimen kebun sayuran seperti cabe, kol, salada air dengan bahan dasar pupuk tankos tidak cukup sukses, tertapi semangat para anggota kelompok harus menjadi motivasi mencoba lagi dalam model kebun sayuran hidrofonik. Sebagaimana penjelasan bapak Ade Sunarto, PT ANA telah menginisiasi dukungan modal untk pengembangan kebun sayur mayur di desa Bungintimbe dengan para penggerak dari karang taruna di desa. Model dukungan CSR PT. ANA untuk karang taruna di desa Bungitimbe bisa jadi contoh pengembangan usaha sampingan penghasilan tambahan (side incomegenerating activities) yang ditularkan ke desa-desa lain seperti Molores, Molino dan Tompira. Bekal untuk pembuatan kebun percontohan bisa juga mengadopsi gerakan TOGA (taman Obat Keluarga) yang selama ini dicanangkan oleh Gerakan PKK di desa-desa dan dusun. Hal serupa bisa dikembangkan di desa Tompira dengan dukungan pendamping lapangan ASPPUK dan memanfaatkan program-program PKK yang ada.
b. Penguatan Kapasitas KPUK dan Pendamping ASPPUK di desa
Lepas dari konflik internal di kelompok perempuan sebagaimana terjadi di desa Tompira, namun kreatifitas dan penganekaragaman produk hasil pengolahan kerang meti perlu mendapatkan motivasi baik dari pendamping ASPPUK, pihak pemerintahan desa dan perusahaan seperti PT. ANA dan PT BUMANIK. Kearifan local dalam olahan pangan menjadi hal yang istimewa dalam pemberdayaan perempuan di tiga desa. Penguatan yang diperlukan adalah ketelatenan dan kepedulian sepenuhnya dari pendamping lapangan ASPPUK. Peran pendamping yang “tak berjarak” menjadi kunci sukses  upaya pemberdayaan ekonomi perempuan dan kelompok Pemuda. 
Para pendamping lapangan harus cukup peka melihat perkembangan terkini dari kelompok terutama di tengah persaingan industry perkebunan dengan pertambangan di Morowali Utara. Berkurangnya anggota kelompok pemuda di Molores menjadi salah satu contoh lepasnya pemantauan keberlangsungan program PVP ke depan. Penguatan upaya pemberdayaan juga  harus melihat pentingnya regenerasi dalam kelompok. Salah satu contoh menarik adalah kelompok perempuan yang memproduksi ragam olahan meti di Tompira yakni kelompok Laa Mohoei. Kelompok ini mengikutserttakan remaja putri dan ibu-ibu muda untuk bergabung dalam kelompok untuk pengolahaan produk pangan dengan bahan dasar meti. Kedepan kelompok pemuda dan ibu perlu dikonsolidasikan seperti di Desa Molores sehingga tidak terjadi kevakuman kegiatan dari kelompok pemuda. Pada dasarnya potensi ada tetap membentuk kelompok walaupun ada ancaman kehilangan anggota kelompok pemuda karena tawaran pekerjaan atau menikah dan pindah lokasi rumah. Frekuensi pertemuan pendamping lapangan dengan kelompok menjadi kunci sukses agar program bisa berkelanjutan dan mempu memperjuangkan keadilan gender di desa-desa yang diamati dalam assessment ini.
c. Akses dan kepemilikan sumber daya
Pada prinsipnya dalam setiap kegiatan modal utama adalah kemauan dan tekad anggota kelompok untuk berkembang. Daya Tarik utama kelompok dampingan ASPPUK adalah adanya insentif untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagi keluarga sebagai bagian dari side incomegenerating activities.  Namun bagi para perempuan petani di perkebunan terdapat kendala pengetahuan dan akses informasi untuk pengembangan usaha di luar sector perkebunan. Pendamping lapangan perlu memahami secara detail informasi soal distribusi dan kriteria mendapatkan dana desa maupun dana CSR. Sebagai salah satu contoh kebijakan PT. Astra Agro Lestari sebagai induk PT. ANA yang telah meluncurkan program “Astra Argo Sustainability Aspirations 2030 dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bidang lingkungan, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan ekonomi masyarakat”. Bagaimana kriteria dan tata cara mengakses dana ini dari PT. ANA tentu tidak dapat diperoleh para perempuan usaha kecil tanpa bantuan para pendamping lapangan ASPPUK. Sejauh ini yang pernah dipublikasikan di media massa adalah penyerahan bea siswa dan bus sekolah bagi siswa di Petasia Timur.( berita di Metro SULTENG di bawah tajuk PT ANA di Morowali Utara Komitmen Bantu Pendidikan Lewat Program Pembinaan Mutu di 14 Sekolah). Menurut berita ini komitmen PT ANA di Morowali Utara  merujuk pada slogan “Astra Kreatif, Astra Sehat, Astra Cerdas, dan Astra Hijau. Sementara di sisi lain belum banyak dipublikasikan komitmen PT. Astra Agro Lestari di Morowali Utara dalam bidang peningkatan ekonomi masyarakat. Kecekatan dan kepekaan para pendamping lapngan untuk mengakes sumber daya bukan saja mengandalkan pada perkebunan tetapi juga pertambangan dan tentu sumber dana alokasi APBDesa.
Keikutsertaan kelompok perempuan dalam MUSRENBANG Desa menjadi keharusan agar mampu menyerap sumber daya dan informasi bagi pengembangan usaha perempuan di sekitar perkebunan. Aksesibilitas informasi menjadi penting. Peran ibu Nurhamdiana di Molores dan ibu Murni selaku bendahara di kelompok Mekar Bersatu, Tompira menjadi posisi kunci dalam pengembangan organisasi dan akses informasi daya dukung sumberdaya. Ibu Murni yang menjadi salah seorang aparat Desa memiliki akses yang penting untuk memanfaatakan sumberdaya dari desa. Pemanfaatan tanah desa untuk  kebun percontohan di Molores tentu berkat kedekatan ibu Nurhamdiana dengan pemerintah desa. Bagi kelompok di Molores akses ke sumber daya di desa dengan daya dukung desa sudah memadai tinggal bagaimana sentuhan teknologi budidaya tanaman yang harus diperkenalkan lebih jauh.
Pergeseran ekonomi daerah dengan masifnya usaha pertambangan pada satu sisi sebenarnya menguntungkan beberapa desa dampingan. Namun Desa Molores yang wilayahnya menjadi bagian dari wilayah IUP dan lintasan angkut (hauling) PT. BUMANIK belum tampak menerima dana CSR dari usaha tambang ini.
d. Inovasi, Kreativitas dan Produk Unggulan
[bookmark: _Hlk142406162]Dalam hal inovasi dan kreativitas terbagi dua hal. Satu di sisi pemerintahan desa dan kedua di sisi masyarakat sendiri. Pada sisi pemerintah Desa, upaya menerapkan tata Kelola pemerintahan yang baik oleh bapak Sufran Tanadi dengan mengkonsolidasikan semua penerimaan CSR ke dalam APBDesa patut mendapatkan apresiasi. Upaya mengkonsolidasikan penerimaan dana CSR berapapun kecilnya ke dalam catatan anggaran desa menjadi contoh yang tertib administrasi. Namun perlu juga mengarahkan dana CSR dari berbagai sumber di pendapatan desa untuk dialokasikan ke kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan. Memperkenalkan gender budget atau anggaran berperspektif gender sangat diperlukan untuk advokasi di desa seperti Tompira. Upaya ini harus didahului dengan pelatihan dan penyuluhan pada tim penyusun anggaran desa agar memahami persoalan ketimpangan gender dalam aktivitas di desa yang dibiayai oleh anggaran desa.Tentu saja advokasi akan semakin mudah untuk model-model desa yang sudah transparan dan akuntabel dalam mengelola anggaran desa. Peran kepemimpinan juga mendorong adanya inovasi dan kreatifitas agar usaha pemberdayaan ekonomi dapat berkembang.
Di sisi masyarakat, kreativitas dari ibu-ibu kelompok pengolah kerang meti menjadi modal utama pengembangan ekonomi kerakyatan di desa. Pengolahan bahan dasar daging meti (remis) menjadi ragam sajian  makanan merupakan hal yang istimewa dan berpotensi dipasarkan melewati batas-batas ekonomi desa. Dalam asesemen ditemukan beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk bahan olahan meti ini, yakni dari segi pengemasan produk, Product branding, dan promosi. 
Dalam segi pengemasan banyak hal yang harus diperbaiki termasuk bagaimana kemasan menjadi menarik, kedap air, dan tahan lama. Produk seperti stik meti memang bisa bertahan lama, tetapi banyak bentuk dan variasi produk yang memerlukan proses pengemasan yang bisa bertahan lama. Isyu pengemasan dalam kaleng sempat mencuat dalam berbagai pembicaraan, tetapi gagasan itu bisa menimbulkan meredupnya usaha rakyat. Karena proses pengemasan dalam kaleng memerlukan pabrikasi dan teknologi yang memerlukan skala produksi yang besar selain investasi mesin yang berbiaya besar. Oleh sebab itu sangat diharapkan dalam skala produksi seperti sekarang maka pengemasan dalam kantong-kantong plastic kedap udara lebih aman dan murah.
Pada sisi product branding, pemberian nama produk harus mudah diingat, enak didengar atau menggambarkan asal usul dari produk. Dalam diskusi sempat terbesit nama “La Mohoei” kata “La” di ambil dari nama sungai La’a sebagai sumber meti diambil. Sedang “Mohoei” dalam Bahasa suku Mori berarti enak atau sedap. Nama ini bila digabung akan terdengar mudah diingat namun terdengar seperti produk impor. Product branding sangat penting untuk makanan hasil olahan agar bisa dikenal orang di luar desa. Product branding juga bisa menjadi benchmark dari hasil usaha dan kreativitas intelektual dari kelompok Perempuan usaha kecil.
Pengetahuan tentang promosi tampaknya masih sangat minim bagi kelompok perempuan pengerajin meti di desa Tompira. Padahal promosi melalui sosial media akan banyak membantu mengenalkan hasil produksi di seluruh Indonesia. Hal mungkin perlu dibina adalah media promosi dan bentuk promosi yang bisa menarik pembeli produk meti. Hal yang sebenarnya bisa berkembang adalah mengakes ruang promosi dan penjualan di dalam kompleks perumahan atau koperasi karyawan Perusahaan perkebunan ataupun pertambangan yang kini marak. Saat ini jalur pemasaran produk hanya di sekitar ibu-ibu di desa dan menitipkan pada beberapa warung dan toko di sepanjang jalan akses ke Tentena dan Kolonodale.
e. Realita  usaha PUK dan perubahan sosial ekonomi Lokal saat ini
[bookmark: _Hlk142388723]Dengan berkembangnya perekonomian di Kabupaten Morowali yang awalnya mengandalkan perkebunan sawit kita telah bergeser pada pertambangan Nikel dan Cobalt sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat menghentikan ekspor biji nikel mentah dan melakukan hilirisasi produk tambang nikel besi (ferro nickel) dan unsur logam lainnya. Pergeseran ini tentu menyebabkan dampak langsung ataupun tidak langsung pada usaha kaum perempuan di desa-desa di sekitar usaha tambang dan perkebunan. Namun persoalan konflik pertanahan atas sertifikat tanah perkebunan maupun untuk tambang masih menyisakan persoalan sosial ekonomi yang cukup serius. Dalam catatan dari Serikat Petani Petasia Timur sekurangnya ada sekitar 700 ha areal tanah milik wargam yang masih bermasalah dengan PT ANA, di luar lahan SKPT pada warga transmigran. Luas lahan itu tersebar di empat desa, yaitu Desa Bunta, Bungintimbe, Tompira, dan Towara. Demikian pula perbedaan data dan tumpangtindihnya lahan perkebunan di desa Molino. Persengketaan ini berunjung bentrok fisik beberapa waktu yang lalu dengan adanya penangkapan oleh polisi terhadap dua orang petani sawit yang dituduh mencuri sawit di HGU PT.ANA, walaupun penduduk menganggap para petani memetic sawit di lahan kebun mereka sendiri. Ada sekitar 400 keluarga yang terdampak atas sengketa data dan tumpengtindih pembuktian sertifikat tanah dan HGU yang dimiliki PT.ANA. Skema Perusahaan Inti Rakyat – Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (PIR-KKPA) di Molino juga memberikan suksesi persoalan dari raibnya sebagian dana kompensasi dari PT. ANA di tahun 2013 sebesar  1,4 milyar rupiah yang seharusnya diberikan pada pemilik sertifikat maupun SKPT. Menurut bapak Agustinus ketua Koperasi Primier “Mujur Jaya” persoalan lama itu memang bukan tanggungjawa Pengurus Koperasi yang sekarang, karena peristiwa itu menjadi tanggungjawa pengurus koperasi yang lama dan aparat desa yang lama.
Sementara di desa Tompira,  Bungintimbe, dan Bunta lebih banyak kasus dalam skema pembagian lahan transmigrasi yang didasarkan pada pembagian 2 ha lahan per keluarga transmigrant pada saat itu. Skema Perusahaan Inti Rakyat – lahan transmigrasi (PIR-Trans) yang masih menyisakan persoalan dan kini persoalan pengambil alihan lahan oleh usaha pertambangan juga terjadi di beberapa wilayah. Kondisi persengketaan lahan antara Perusahaan perkebunan dan petani sawit mungkin tidak langsung berpengaruh pada kegiatan perempuan usaha kecil. Tetapi kondisi ketegangan antara pemerintah desa dengan perusahaan akan mempersulit akses kaum perempuan memperoleh bantuan CSR dari perusahaan perkebunan atau pertambangan baik melalui pengelolaan pemerintah desa ataupun BUMDES yang ada. Kemampuan negosiasi dan berunding secara terbuka antara pihak pemerintah daerah, kecamatan, dan desa dengan pihak swasta tentu akan memperbaiki situasi yang “tidak baik-baik saja” antara perusahaan sawit atau tambang dengan masyarakat di sekitarnya. Kemampuan Kerjasama multistakeholder dalam mengatasi ketegangan sosial dan ekonomi yang berkembang pesat akhir-akhir ini harus diatasi dengan perundingan dan komitmen bersama.

5. Kemitraan dan Relasi sosial Kelompok PUK dengan Pemerintahan dan
 Usaha Swasta
a. Keterlibatan KPUK dengan Program-program pembangunan di desa dan swasta
Sebagaimana indikasi dari asesemen awal bahwa partisipasi perempuan dalam Musrenbang, rapat-rapat di desa dan pengetahuan kelompok perempuan soal pengelolaan dana desa pun masih jauh dari harapan dalam konteks pemberdayaan politik kerakyatan. Sejauh ini partisipasi perempuan terbatas hanya bapak-bapak yang terlibat aktif dan megusulkan kegiatan rencana pembangunan. Sementara dengan pembuatan Surat Keputusan kelompok akses untuk membuat usulan atau proposal ke desa sudah lebih terbuka. Kondisi itu juga karena rendahnya kesadaran Perempuan dan Pemuda terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat Desa. Hanya sedikit saja kaum perempuan dari kelompok PUK yang memiliki akses informasi untuk ikut mempengaruhi keputusan di desa agar peduli terhadap kegiatan kaum perempuan. Di ketiga desa, belum terlihat secara signfikan dukungan terhadap kegiatan kaum perempuan di luar skema keterlibatan PKK dan Posyandu. Tampaknya ketiga desa masih menggunakan persespsi lama tentang keterlibatan perempuan dalam tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ini relasi keluarga dan tugas fungsional dari anggota menjadi rantai penting seperti apa yang diperankan oleh ibu Nurhamdiana dan Ibu Murni.

Pada sisi lain belum terlihat dan tampaknya juga belum menjadi prioritas dari perusahaan-perusahaan perkebunan dan tambang untuk memperhatikan pemberdayaan perempuan dalam dimensi yang lebih substansial. Pendekatan memberikan bantuan mesin jahit, berperan dalam posyandu dan pos windu dianggap sebagai peran yang sudah memadai. Padahal banyak kegiatan dan program pemerintah yang diemban pemerintah desa bisa memanfaatkan oleh perusahaan swasta untuk mendukung kegiatan kaum perempuan seperti pencegahan dan penurunan kasus stanting, pengembangan dan usaha ketahanan pangan dengan program penganekaragaman pangan lokal, atau bahkan memprakarsai koperasi kredit  oleh BUMDES yang dikelola bersama antar manajemen usaha swasta dengan masyarakat.
b. Peluang dukungan dana Desa, program pemerintah dan usaha swasta
Meninjau peluang kerjasama antara kelompok perempuan dengan pihak swasta ataupun pemerintah desa, walau masih belum efektif dimanfaatkan tetapi selalu terbuka. Peluang ini tentu bergantung dari tokoh kunci dari kepala desa. Kemampuan manajerial kepala desa dalam merencanakan, mengelola dan membiayai berbagai sumber keuangan untuk desa harus direspons dengan baik dengan sumber informasi yang lengkap diterima oleh kelompok. Kelompok perempuan memerlukan akses informasi dan kemudian bisa menyusun rencana prioritas dan mengajukan usulan dalam musrenbang agar menjadi bagian dari rencana desa. Kemampuan untuk melakukan pendekatan kondisi saat ini harus didukungn pendamping lapangan ASPPUK yang cekatan dan “well informed”. Informasi menjadi kunci agar segala persiapan dan pemanfaatan dukungan finansial atau sekedar moral sangat diperlukan. Pemahaman akan prosedur juga sangat penting termasuk membuat daftar usulan kebutuhan untuk kegiatan kelompok usaha kecil.
c. Dinamika hubungan dalam rantai nilai dan rantai pasok kelapa sawit  
Dalam konteks rantai pasar nilai perdagangan berkeadilan di sector kelapa sawit tentu harus difahami beberapa prinsip agar relasi tawar antara pihak perkebunan dan petani plasma setara  (Thorpe 2018). Prinsip tersebut mencakup:
a) Ketidakberpihakan (impartiality) dalam aturan pemerintah terhadap lahan perkebunan baik yang menjadi HGU perusahaan maupun wilayah kelola rakyat
b) Kemampuan menjelaskan (explanation) pihak perkebunan terhadap dinamika dan perubahan yang terjadi sehingga tidak ada agenda tersembunyi
c) Kemampuan untuk menyanggah (refutability) pihak petani plasma sebagai bagian dari posisi tawar yang berimbang dan adil.
d) Pengetahuan (knowledgeability) para pengelola perkebunan terhadap kondisi petani dan relasi pada perdagangan global
e) Saling ketergantungan (inter-dependence) antar kedua belah pihak agar saling menguntungkan.
Prinsip-prinsip di atas dapat diimplementasikan dalam sejumlah indicator sederhana bagaimana rantai nilai dan rantai pasok antara perusahaan perkebunan dan petani bisa saling membangun relasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Indikator sederhana itu adalah:
a) Bagaimana saluran komunikasi antara petani dan perusahaan perkebunan? Apakah terawat dengan baik seperti adanya dialog dua pihak secara setara atau mungkin dengan penengah dari pihak pemerintah daerah?
b) Apakah  pihak perkebuan menjalankan transparansi kebijakan dan keputusan seperti menyangkut harga, kualitas hasil perkebunan, biaya- biaya yang ditanggung petani atau perusahaan, batas waktu kontrak dan dukungan fasilitas lain oleh perusahaan?
c) Apakah tersedia mekanisme resolusi konflik atas batas lahan, wilayah olah, jumlah pembelian, mutu, harga beli/jual, prosedur yang berubah, dan respons terhadap keluhan?
d) Apakah ada komitmen terhadap perjanjian informal terhadap pembelian untuk jangka panjang sesuai umur produktif tanaman perkebunan?
e) Apakah tersedia kekuatan penyeimbang seperti organisasi petani untuk negosiasi ataupun pembeli alternatif bila tidak ada kesepakatan dengan pihak perkebunan.
Secara kasat mata prinsip-prinsip tidak seluruhnya tersedia dalam konteks hubungan perusahaan perkebunan dengan petani sawit di Morowali Utara. Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), sampai dengan akhir tahun 2022, terdapat delapan perusahaan internasional yang telah melakukan reevaluasi dalam pembelian minyak sawit dari PT Astra Agro Lestari (AAL) karena laporan dugaan melakukan pelanggaran hak asasi manusia termasuk kasus kriminalisasi petani. Kedelapan perusahaan internasional itu, antara lain, PepsiCo, Friesland Campina, L’Oréal, Nestle, Hershey’s, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, dan Danone.  Reevaluasi dan renegosiasi  ini setelah adanya laporan dari Walhi bersama dengan Friends of the Earth (FoE)  ke sejumlah negara pada Maret 2022. Laporan tersebut berisi tentang dugaan pelanggaran HAM berupa perampasan tanah, kriminalisasi kepada petani, dan kerusakan ekologis yang dilakukan oleh tiga anak perusahaan PT. AAL di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, yakni PT Agro Nusa Abadi (PT ANA), PT Mamuang, dan PT Lestari Tani Teladan.
Dalam catatan lapangan masih terdapat sengketa lahan kebun warga transmigran atas lahan yang bersertifikat, dengan PT. ANA. Sejauh ini belum ada penyelesaian di meja perundingan antara perusahaan dengan petani.  Totalnya, ada 58 ha lahan warga, yang sudah bersertifikat, tetapi masih bersengketa dengan PT ANA. Demikian pula  di lahan APL yang tidak bersertifikat karena hanya mengandalkan tapal batas yang sesungguhnya sudah diketahui pihak Badan Pertanahan Nasional. Tapal batas itu semestinya dasar berkekuatan hukum sebagai bagian pembuatan batas ladang semasa pembagian lahan kepada transmigrasi. Sengketa lahan yang berlarut-larut tanpa mediasi dan penyelesaian konflik akan berpengaruh pada rantai nilai dan rantai pasok perkebunan sawit.
d. Tantangan dan dampak lingkungan 
Perubahan secara cepat dengan adanya kebijakan hilirisasi pertambangan Nikel -Cobalt telah mempengaruhi konstelasi wilayah olah dari para petani sawit dan perusahaan perkebunan sawit. Perubahan ini tampak jelas dengan lebih banyaknya truk pengangkut (hauling bebatuan galian) melintasi jalan trans Sulawesi mulai batas Kecamatan Petasia Timur di Desa Salonsa  sampai desa Bunta . Kerusakan jalan tak terhindarkan di lintasan sejajar antara jalur hauling dengan jalan utama trans Sulawesi. Setiap hari tampak berlalu Lalang truk dari atas perbukitan di gugus pegunungan Verbeek ke utara ke pantai Dongi lokasi smelter milik PT. GNI.  
Perubahan terhadap Izin Usaha Perkebunan menjadi Izin usaha pertambangan juga akan terjadi secara cepat. Tantangan baru adalah semakin rusaknya lingkungan hidup terutama hutan-hutan lindung yang dirambah menjadi Kawasan Kelola pertambangan. Persoalan lingkungan hidup ini tentu akan terus terjadi baik di pengunungan maupun di pesisir pantai dengan semakin menumpuknya endapan lumpur hasil dari pengolahan nikel dan hasil tambang lain yang kemungkinan besar akan mencemari pesisir pantai di Kabupaten Morowali Utara. Perubahan signifikan sudah tampak di wilayah Morowali (Bahodopi
Pemerintah daerah sebaiknya memperbaiki tata kelola dengan melakukan evaluasi izin, penyelesaian konflik, dan penegakan hukum atas perusahaan yang melakukan pelanggaran kepada masyarakat dan lingkungan
6. Analisis pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan dan anak muda
Sesunguhnya peran kaum perempuan dalam peningkatan kesejahteraan setiap keluarga sangat besar. Kondisi kekinian di Kawasan petasia timur memasuki peralihan dari ekonomi perkebunan menjadi ekonomi pertambangan. Kedua model ekonomi pasar global ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda ditinjau dari persoalan perusakan lingkungan. Dalam dengan semakin besarnya kompetisi antara dua model ekonomi eksploitasi alam tersebut, tampak kekuatan ekonomi pertambangan berada jauh di atas ekonomi perkebunan. Orientasi para warga masyarakatpun semakin kea rah ekonomi pertambangan dengan harapan yang terlihat sesaat menjanjikan penghasilan yang jauh dari cukup. Namun seleksi untuk ikut dalam industry tambang jelas lebih sulit dan kebanyakan Angkatan muda yang diterima di berbagai perusahaan pertambangan hanya menjadi pekerja kelas terbawah karena keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan.
Dengan kondisi yang minim dalam pendapatan sebagai petani perkebunan yang hanya memperoleh rata-rata Rp 2.000.000 per hektar kelapa sawit tentu lebih memprihatinkan. Maka semakin banyak anak muda juga mencari pekerjaan di Kawasan industry pertambangan sebagai buruh kasar. Sebagai ilustrasi berat dari Tandan buah segar segar (TBS) kelapa sawit berkisar 18 – 25 kg,  Setiap hektar rata-rata menghasilkan 1 ton TBS, sementara harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dipanen dari pohon sawit umur 10 tahun ke atas di Morowali dan Morowali Utara saat ini berkisar Rp2.050 per kilogram (kg) sedikit mengalami kenaikan dari awal tahun ini di harga Rp1.950 per kg. Harga TBS mengalami sedikit kenaikan karena telah dibukanya pintu ekspor crude palm oil (CPO) oleh pemerintah sejak Juni 2023. Harga TBS kelapa sawit sebesar itu merupakan harga di pabrik dan untuk pekebun yang telah bermitra dengan pabrik pengolah sawit. Sementara harga beli tengkulak dari petani di kisaran Rp1.800 per kg,  harga ini juga sedikit naik dari beberapa bulan sebelumnya yang berkisar di harga Rp1.700 per kg. Sementara harga TBS yang dipanen dari pohon sawit umur 4 tahun dibeli oleh pabrik dikisaran  Rp1.700 per kg, sedikit naik dari harga lama sekitar Rp1.650 per kg. Tentu kenaikan harga yang hanya berkisar Rp 50 sampai Rp 150 per kg untuk beberapa bulan tidaklah membuat dorongan mengolah kebun sawit lagi. Kebanyakan keluarga petani penggarap kebun sawit berada pada kondisi yang memprihatinkan.
[bookmark: _Hlk142378030]Pada sisi yang lain sebenarnya bila dicermati ada beberapa peluang agar nilai tambah dari perkebunan sawit bisa mendongkrak ekonomi rakyat. Salah satunya adalah jargon PT, AAL untuk meluncurkan  program seperti, Astra Agro Sustainability Aspirations 2030 dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bidang lingkungan, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan ekonomi masyarakat. CSR di bidang peningkatan ekonomi masyarakat ini seharusnya bisa terwujud bila secara konsisten PT. ANA sebagai anak perusahaan PT AAL mampu bermitra dengan para pendamping ASPPUK dan juga pemerintah desa yang memiliki komitmen memperbaiki kondisi ekonomi kaum perempuan. Desakan dan dialog harus dilakukan agar bisa membuat skema praktis dari paket CSR untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di perlukan pengembangan usaha dalam skala komersial agar bisa menyerap model dana CSR peningkatan ekonomi masyarakat. Tentu skema praktis ini harus dibicarakan secara terbuka dalam dialog setara antara pendamping lapangan, aparat desa dan pihak manajemen atau CSR officer. Koneksitas antara para tokoh kunci di lapangan sangat menentukan bagaimana skema praktis CSR untu pemberdayaan ekonomi masyarakat khusus perempuan.
7. Best Practices
Praktik terbaik dari implementasi pemberdayaan ekonomi perempuan sebenarnya tidak adayang terlalu istimiewa. Tetapi mengubah mindset agar satu kegiatan lebih absah dan memiliki dasar hukum kuat merupakan satu contoh menarik. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam perencanaan dan penganggaran tentu pada akhirnya akan lebih konsisten bagi model kesejahteraan di desa. Konsolidasikan semua penerimaan desa baik transfer dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten termasuk dana CSR perusahaan ke dalam APBDesa patut mendapatkan apresiasi. Tindakan ini tentu diharapkan pada akhirnya akan memberi jaminan keberlanjutan satu proses integrasi dan kolaborasi multi-stakeholder dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Sementara di sisi lain terdapat berbagai Prakarsa dari kaum perempuan untuk pengembangan pengolahan makanan siap saji dari olahan rumah tangga menjadi pengelolaan komunitas atau kelompok. Bila saja usaha-usaha ini menjadi bagian integral dari bantuan dana CSR untuk side income generating activities , maka apa yang terjadi di Desa Tompira bisa dijadikan contoh konkrit dari pengelolaan multistakeholders yang terintegrasi. Tentu masih banyak kekurangan denga apa yang sudah dimulai di Desa Tompira, tetapi berapapun kecilnya transfer ke anggaran desa akan menjadi contoh tertib administrasi pemerintahan. Di sama depan partisipasi kaum perempuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di desa harus lebih aktif agar berbagai skema pembiayaan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan bisa diakomodasikan dalam APBDes tanpa aturan ketat dari pemerintah karena sumber dananya dari CSR perusahaan. Akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran untuk pengembangan ekonomi rakyat khususnya perempuan tentu harus diikuti dengan kemampuan para aktivis perempuan di desa mengenali dan menganalisis daftar kebutuhan dan prioritas agar bisa disatukan dengan visi desa sendiri. Alokasi APBDes dari sumber dana CSR harus terencana sejak awal agar menjadi kesepakatan Bersama dalam Musrenbang Desa. Pelatihan mengenai gender budget atau anggaran berperspektif gender bagi para aktivis perempuan di desa nantinya tentu akan menjadi nilai lebih dalam konteks pemberdayaan ekonomi perempuan dan pemuda.
8. Kesimpulan
Rantai pasok pengembangan usaha perkebunan kelapa Sawit di wilayah Morowali Utara akan mengalami penurunan dominasi oleh pesatnya pertumbuhan  ekonomi pertambangan khusus Nikel. Kondisi ini seiring kebijakan nasional untuk hilirisasi ekspor Nikel dan Kobalt serta berbagai logam galian lainnya. Eksploitasi dari lahan  perambahan hutan semakin massif dan cepat dengan semakin besarnya investasi tambang nikel di Morowali Utara. Selain itu bentuk penambangan terbuka ( open pit) telah menciutkan areal perluasan kebun sawit.
Diperlukan perbaikan tata kelola dalam pola bagi hasil dan kesertaan warga dalam intensifikasi perkebunan inti- plasma. Pola bagi hasil harus lebih transparan dan bisa dinegosiasikan ulang dengan penengah dari pihak pemerintah daerah atau pusat. Sengketa bagi hasil panen sawit dan persoalan tumpeng tindih lahan Kelola antara HGU dan KPAA atau pun bentuk perjanjian kontrak lahan masih menjadi persoalan yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Kondisi “tidak baik-baik saja” antara Pemegang IUP perkebunan (HGU) dan masyarakat pemegang sertifikat tanah ataupun SKPT untuk warga transmigran menjadi semacam “api dalam sekam” dan perlu dialog kesetaraan antar pihak yang bersengketa. Masyarakat masih menganggap bahwa model kontrak operator  tidak menguntungkan dan meminta model bagi hasil yang lebih adil.
Ruang- Ruang dialog berkala untuk menyelesaikan keluhan dan sebagai katup complain mechanism harus tetap tersedia sehingga tidak terkesan bahwa pihak perkebunan menjadi “colonial modern” di era milenial. Pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten bisa menjadi penengah yang adil untuk menghindari kemacetan dalam rantai pasok dan nilai yang saat ini CPO masih menjadi primadona ekspor Indonesia.
Peran kelembagaan ekonomi Desa khususnya BUMDES bisa menjadi mediasi bisnis antara perusahaan swasta dengan PEMDES, bila BUMDES dikelola dengan professional, sehat, dan bertanggungjawab. Saat ini diperlukan model kerjasama bisnis to bisnis dengan mediasi pemerintah desa. Namun dari catatan lapangan belum ada BUMDES yang bisa diandalkan karena keterbatasan tenaga professional sebagai manager BUMDES. Perlu satu trobosan agar terbentuk BUMDES yang bukan saja sebagai sumber keuangan desa tetapi lebih sebagai entitas bisnis yang dapat bernegosiasi secara professional.
Pengembangan usaha kecil dan menengah oleh kaum perempuan memerlukan dampingan intensif oleh field officer yang handal agar dapat mengembangkan usaha menjadi lebih komersial dan mampu sebagai pemasok (stockers) pada perusahaan swasta di sekitar desa. Kebanyakan usaha perempuan yang ditemukan dalam asesmen masih bersifat eksperimentasi sosial belum menunjukan kemampuan menjadi sumber penghasilan yang signfikan. Namun disadari bahwa tekad dan semangat untuk maju menjadikan usaha-usaha kaum perempuan bisa berkembang asalkan dibimbing dan dilatih agar menjadi wirausaha yang berkemampuan bisnis. Selain itu perlu pengembangan skala usaha agar mencapai nilai keekonomian yang kuat di tingkat desa. Ambisi untuk pengembangan usaha yang terlalu cepat di dalam ekonomi transisi seperti yang ada di Morowali sekarang ini dapat menciptakan boomerang bisnis yakni datangnya modal yang kuat dan menguasai segala bentuk usaha kecil yang ada.
Side Income generating activities bagi warga sekitar perkebunan/pertambangan bisa dilakukan bukan hanya bimbingan dan Latihan tetapi juga mencakup relasi bisnis pasokan (stocker) makanan atau bahan kebutuhan karyawan di kompleks (mess) karyawan seperti membuka akses ke koperasi kantin dalam lingkup perusahaan. Perluasan jejaring dengan pihak internal pertambangan dan perkebunan agar bisa menjadi pemasok makanan dan bahan mentah akan sangat berarti bagi semangat dan intisiatif para perempuan usaha kecil di tiga desa kecamatan Petasia Timur.
9. Saran dan Rekomendasi
1. Sangat diperlukan dampingan yang cukup  intens dan dekat agar bisa menjadi mentor dan pengarah bagi kelompok perempuan yang memiliki anggota yang bersemangat baik di Tompira maupun di Molores.
2. Tetap memanfaatkan koneksi dan kedekatan dengan pihak pemerintah desa untuk membangun komunikasi yang baik agar dapat menyampaikan usulan dan proposal kegiatan kaum perempuan dan menyuarakan kepentingan kaum perempuan di desa
3. Proses regenerasi dalam setiap kelompok perempuan harus terus dilakukan. Menjaring para remaja putri ataupun ibu-ibu muda sangat dianjurkan untuk menjamin tongkat estafet kepemimpinan perempuan usaha kecil di kemudian hari.
4. Pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan perlu dilakukan agar ketrampilan para penggiat perempuan di desa dapat lebih baik dan membuka cakrawala kesetaraan gender di desa-desa pendampingan ASPPUK.
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Kecamatan Karet Kelapa Kelapa Sawit Pala         Lada Kakao Cengkeh

Mori Atas 240 24 1 026 - 8 3 253

41

Lembo 1 668 39 77 15 8 447

-

Lembo Raya 3 475 28 41 - 11 -

3

Petasia Timur 21 18 2 623 10 15 25

-

Petasia 17 9 16 340 1 628

-

Petasia Barat 51 33 276 17 2 1 097

4

Mori Utara 37 2 537 - - 1 814

4

Soyo Jaya 1 91 43 26 18 5 381

50

Bungku Utara 31 391 86 145 - 1 560

130

Mamosalato 45 143 - 33 4 401 40

Morowali Utara 5 586 778 4 725 586 67 14 606 272

Sumber: Dinas Pertanian, Kelautan dan Kehutanan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Luas Tanaman Perkebunan Rakyat menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Morowali Utara, 2015 (ha)


